
RILIS DKPP

DKPP AKAN PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU RI
PADA 16 OKTOBER 2023

Jakarta,  DKPP  −  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP)  akan

menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan Perkara Nomor 121-

PKE-DKPP/IX/2023 di  Ruang Sidang Utama DKPP,  pada Senin  (16/10/2023)

pukul 09.00 WIB.

Perkara  Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan Suryono Pane dan Perkara

Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan oleh Herminiastuti Lestari. 

Dalam dua perkara ini, masing-masing Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI

Rahmat  Bagja  serta  Anggota  Bawaslu  RI  Lolly  Suhenty,  Puadi,  Herwyn  J.H.

Malonda, Totok Hariyono.

Suryono  Pane  dan  Herminiastuti  Lestari  mendalilkan  para  Teradu  tidak

profesional  karena  telah  mengubah  jadwal  seleksi  Bawaslu  Kabupaten/Kota

periode 2023-2028 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan pada

Bawaslu  Kabupaten/Kota  dan  berujung  pada  nihilnya  pengawasan

penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024.

Selain  itu,  keduanya  juga  menyebut  para  Teradu  telah  memperpanjang

pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara dalam proses seleksi Bawaslu

Kabupaten/Kota  periode  2023-2028  di  luar  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan sehingga menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas

Tim Seleksi.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Beracara  Kode Etik  Penyelenggara Pemilihan Umum

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  DKPP  Nomor  1  Tahun  2022

Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota

DKPP.

Sekretaris  DKPP  David  Yama  mengatakan  agenda  sidang  ini  adalah

mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta  Saksi-saksi  atau Pihak

Terkait  yang  dihadirkan.  “DKPP telah  memanggil  semua  pihak  secara  patut,

yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               1 / 2



Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. David juga

mengungkapkan  bahwa  DKPP  akan  menyiarkan  sidang  ini  melalui  akun

Facebook, @medsosdkpp dan Youtube DKPP.

 “Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya

sidang pemeriksaan ini,” tutupnya. [Rilis Humas DKPP].

Sekretaris DKPP,

Dr. David Yama, M.Sc, MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19770606 200112 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2023-10-13T13:57:28+0000
	Indonesia
	Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




